BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya,dapkt diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat delapan perbuatan yang dapat disebut aebadak pidana
pelanggaran hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 286fang Hak Cipta
yang apabila dikelompokkan ke dalam kelompok yaefghl khusus lagi
dapat dipersempit menjadi lima yakni tindakan pgimman perizinan
perbanyakan dan pengumuman, tindakan pencantuntaa pancipta,
tindakan peniadaan atau pengubahan informasi etektterkait dengan
informasi manajemen hak pencipta, tindakan pengamsgeniadaan atau
membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologn tindakan kewajiban
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangancimgan yang
menggunakan sarana produksi berteknologi tingdakedalam UU No.
19 Tahun 2002 hanya dibedakan dalam dua jenis ypgbakanggaran,
yakni pelaku dari pemegang hak cipta dan pelaku glaek lain yang
tidak memiliki kewenangan terhadap hak cipta. Sgkiam sanksi yang
diberikan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hgiktamasih berupa
pidana sanksi pokok dan tidak ada sanksi tambalzapum pemberatan.

2. Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pelamgg hak cipta dalam

UU No. 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dapagasa keseluruhan

103



104

dapat dimasukkan ke dalam jarimah hudud dan ta&da beberapa
tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam janimah hudud
pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnyas@ada tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) ddan(3)y Sedangkan
dalam konteks jarimah ta'zir, semua perbuatan p@ntuyang tidak
memenuhi kriteria hudud masuk ke dalam jenis janintazir. Dalam
konteks pelaku dan sanksi pidana, ketentuan yaagada Pasal 72 UU
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam konteksitm pidana Islam
masih terlalu luas dan umum. Idealnya, perlu adarsgklasifikasian
yang lebih detail terkait dengan status pelakus#arksi yang disesuaiakan

dengan tindakan yang dilakukannya terkait dengéanggaran hak cipta.

B. Saran
Setelah melakukan penelusuran melalui penelitianniaka penulis
memiliki saran terkait dengan penerapan hukum ddlahpelanggaran hak
cipta yakni dengan perlu adanya pertimbangan umbgknadukan antara
konsep diat dalam hukum pidana Islam ke dalam UU 1o Tahun 2002
tentang Hak Cipta, dengan demikian, akan ditemuetruah hukum yang

mampu melindungi korban dari kerugian yang besar.

C. Penutup
Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapanulis susun.
Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuahg ysempurna, maka

saran dan kritik yang membangung sangat penulispkan demi perbaikan
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karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis agutnya. Akhirnya,
semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilnmatdapat memberikan

secercah manfaat bagi kita semua. Amin.



